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ABSTRAK 
Tujuan penelitian adalah untuk mengidentifikasi 
kebutuhan mendesak akan peraturan desa terkait 
pengelolaan sampah di Desa Sarawet dan untuk 
mengidentifikasi permasalahan utama dalam 
pengelolaan sampah di Desa Sarawet. Dengan 
metode penelitian yuridis normatif, kesimpulan 
yang didapat: 1. Pengaturan yang ada saat ini 
masih belum sepenuhnya memadai dalam 
menangani volume sampah yang terus meningkat, 
yang disebabkan oleh pertumbuhan penduduk, 
perubahan pola hidup, dan kurangnya kesadaran 
masyarakat tentang pentingnya mengelola sampah 
dengan baik. Urgensi untuk memperkuat dan 
memperbaiki pengaturan ini sangat tinggi, karena 
tanpa pengaturan yang kuat dan konsisten, 
masalah sampah di Desa Sarawet akan terus 
memburuk dan sulit diatasi dalam jangka panjang. 
2.  Pelaksanaan pengelolaan sampah yang efektif 
memerlukan adanya sinergi antara kebijakan yang 
ditetapkan dalam peraturan desa dan praktik di 
lapangan. mengurangi jumlah sampah yang 
dihasilkan melalui program-program seperti 
pengurangan sampah di sumbernya, pengumpulan 
yang terorganisir, dan pengolahan yang ramah 
lingkungan. Peraturan ini juga membantu dalam 
mengatasi permasalahan sampah dengan cara 
memberikan pedoman yang jelas bagi semua 
pihak, sehingga masyarakat dapat lebih terlibat 
aktif dalam menjaga kebersihan lingkungan 
mereka.  
 
Kata Kunci : pengelolaan sampah, desa sarawet 
 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  
Peraturan daerah selain sebagai instrumen 

hukum, juga difungsikan sebagai instrumen 
pemerintahan, instrumen pemelihara serta untuk 
mempromosikan nilai dan prinsip-prinsip tertentu. 
Hal tersebut merupakan pelaksanaan amanat Pasal 
18 ayat (6) UUD NRI 1945 yaitu “Pemerintahan 
Daerah berhak menetapkan Peraturan Daerah dan 
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peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan 
otonomi dan tugas pembantuan”.
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Pelaksanaan sistem pemerintahan daerah 
kemudian juga melahirkan adanya penguatan 
terhadap sistem pemerintahan Desa sebagai satu 
kesatuan sistem, terutama terkait dengan 
kewenangan melahirkan produk hukum berupa 
peraturan.

6
 Jika pada tingkatan pemerintahan 

daerah Provinsi, Kabupaten dan juga kota 
memiliki kewenangan dalam hal pembuatan 
Peraturan Daerah, maka pada tingkatan desa 
kemudian melahirkan kewenangan untuk 
membuat peraturan desa. Undang-undang Nomor 
9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah, 
mengatur penyelenggaraan pemerintahan daerah, 
termasuk pengaturan penyelenggaraan 
Pemerintahan Desa. Pasal 20 ayat (3) UU Nomor 
9 Tahun 2015 menentukan bahwa: “Urusan 
pemerintahan konkuren yang menjadi 
kewenangan Daerah kabupaten/kota 
diselenggarakan sendiri oleh Daerah 
kabupaten/kota atau dapat ditugaskan sebagian 
pelaksanaannya kepada Desa”
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Berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) 
Kabupaten Minahasa Utara tentang Pembentukan 
Peraturan Desa, yang mengatur proses 
pembentukan peraturan desa, telah diatur dalam 
Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Utara 
Nomor 3 Tahun 2018 tentang Badan 
Permusyawaratan Desa (BPD). Perda ini 
menetapkan peran BPD dalam penyusunan 
peraturan desa, serta mekanisme pembahasan dan 
penyepakatan rancangan peraturan desa.

8
  

Desa sebagai unit administratif terkecil 
dalam struktur pemerintahan Indonesia 
memegang peran krusial dalam mewujudkan 
otonomi daerah yang lebih rendah. Dalam konteks 
ini, peraturan desa (Perdes) menjadi instrumen 
hukum esensial yang dirancang untuk 
mengakomodasi kebutuhan lokal masyarakat 
desa, termasuk pengelolaan sumber daya alam, 
pelayanan publik, dan penegakan ketertiban 
sosial. Tidak adanya regulasi lokal sering kali 
menyebabkan konflik antar warga, 
ketidakefisienan dalam pengelolaan anggaran 
desa, serta ketergantungan berlebih pada 
kebijakan tingkat kabupaten atau provinsi, yang 
tidak selalu selaras dengan dinamika budaya dan 
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ekonomi desa.
9
 Oleh karena itu, keberadaan 

Perdes yang komprehensif diperlukan untuk 
memperkuat kapasitas tata kelola desa, 
memastikan partisipasi masyarakat melalui 
musyawarah desa, dan mendukung pembangunan 
berkelanjutan berbasis kearifan lokal. 

Pembentukan Perdes tidak hanya sebagai 
manifestasi dari prinsip desentralisasi fiskal dan 
administratif, tetapi juga sebagai upaya untuk 
mengatasi disparitas pembangunan antar wilayah 
pedesaan. Desa yang memiliki Perdes yang 
matang cenderung menunjukkan peningkatan 
kesejahteraan masyarakat, seperti dalam hal 
pengelolaan dana desa (DD) yang lebih transparan 
dan akuntabel. Tanpa regulasi ini, potensi 
penyalahgunaan wewenang oleh aparatur desa 
dapat meningkat, yang pada akhirnya 
menghambat pencapaian tujuan pembangunan 
nasional sebagaimana diamanatkan dalam 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Nasional (RPJMN) 2020-2024.
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Peran desa meliputi pengelolaan 
pemerintahan, partisipasi masyarakat, dan 
pengembangan ekonomi lokal untuk 
meningkatkan kesejahteraan masyarakat.. Dalam 
hal ini menyatakan bahwa peraturan pusat dan 
peraturan yang dibawahnya yaitu daerah dan Desa 
harus disesuaikan dengan adanya globalisasi dan 
modernisasi dengan permasalahan yang ada di 
Desa. Tentunya pemberlakuan yang ada harus 
memberikan dampak yang nyata sebagai wujud 
pengakuan Desa di tengah era globalisasi

11
. 

Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 
2008 tentang pengelolaan sampah mengatur 
tentang tata pengelolaan sampah, termasuk 
kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah 
daerah ke pemerintahan di bawah pemerintah 
Desa. Pengelolaan sampah dapat dilakukan secara 
sistematis melalui terlibatnya masyarakat dan 
pengaturan sanksi bagi pelanggaran. Peraturan 
Desa juga dapat menjadi landasan hukum untuk 
membangun kesadaran bersama tentang betapa 
pentingnya pengelolaan sampah untuk mencapai 
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keberlangsungan kehidupan di masyarakat yang 
lebih sehat.
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Pengelolaan sampah merupakan salah satu 
isu lingkungan yang mendesak di era modern, 
terutama di wilayah pedesaan yang sering kali 
menghadapi keterbatasan infrastruktur dan 
regulasi. Di Indonesia, masalah sampah tidak 
hanya berkaitan dengan aspek kesehatan 
masyarakat dan ekosistem, tetapi juga dengan tata 
kelola pemerintahan yang efektif. Desa Sarawet, 
yang terletak di Kecamatan Likupang Timur, 
merupakan contoh nyata dari tantangan ini. 
Sebagai desa pesisir dengan aktivitas ekonomi 
utama berbasis perikanan dan pertanian, Desa 
Sarawet menghadapi akumulasi sampah yang 
signifikan. Kondisi empiris menunjukkan bahwa 
sampah sering kali menumpuk di pinggir jalan, 
sungai, dan pantai, yang tidak hanya mencemari 
lingkungan tetapi juga berdampak negatif 
terhadap kesehatan masyarakat, seperti 
peningkatan risiko penyakit menular dan 
gangguan ekosistem perairan (Kementerian 
Lingkungan Hidup dan Kehutanan 

Desa Sarawet yang merupakan salah satu 
desa yang terdaftar sebagai desa pariwisata, 
dengan mempunyai objek wisata unggulan yaitu 
hutan mangrove seluas 300 hektare masih masih 
perlu di kembangkan dan memiliki pengolahan 
bank sampah plastik yang bisa di daur ulang di 
buat souvenir untuk di jual kepada wisatawan 
serta adat budaya seni beladiri tradisional 
indonesia yaitu pencak silat.
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 Dengan keunggulan 

Desa Sarawet masih ada permasalahan yang tidak 
dapat diselesaikan yaitu permasalahan sampah, 
masyarakat Desa Sarawet tidak mempunyai TPSS 
(Tempat Pembuangan Sampah Sementara) 
disetiap jaga dan pengangkutan sampah oleh 
aparat Desa serta tidak ada TPA (Tempat 
Pembuangan Akhir) yang ada di Likupang yang 
membuat masyarakat tidak mempunyai 
pembuangannya sendiri dengan proses 
pembuangannya dilakukan hanya membuang 
sampah langsung kelaut, membakar, dan 
menimbun sampah di tanah. Proses pengelolaan 
sampah yang tidak di atur ini sangat 
mengkawatirkan, sehingga perlu penanganan 
serius berbagai pihak, terutama pemerintah daerah 
untuk melakukan pengelolaan Sampah yang 
representatif dan memadai.
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Adanya bank sampah di Desa Sarawet yang 
menjadi bank sampah induk di Likupang Timur 
yang didirikan oleh Yudith Rondonuwu selaku 
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direktur bank sampah seharusnya masyarakat pun 
harus ikut terlibat dalam pengelolaan sampah 
yang ada tetapi hal tersebut tidak diperdulikan 
oleh masyarakat setempat di Desa Sarawet, bank 
sampah di Desa Serawet telah banyak 
mendapatkan penghargaan dari kementrian 
lingkungan hidup serta pemerintah daerah 
penghargaan khusus diberikan dalam inovasi 
pengelolaan sampah tetapi kebanyakan sampah 
yang ada di bank sampah bukan dari Desa 
tersebut melainkan dari Desa tetangga. Adanya 
bank sampah seharusnya masyarakat pun harus 
lebih sadar akan dampak yang dihasillkan.

15
 Bank 

sampah merupakan salah satu dari sekian banyak 
pilihan dalam pengelolaan sampah terkhusunya di 
Desa Sarawet, sampah yang terkumpul 
dibayarkan setiap masyarakat membawa di bank 
sampah di hitung perkilo atau satuan, sampah 
plastik dan kertas yang di olah kembali menjadi 
aksesoris, peralatan rumah tangga, hiasan dan 
masih banyak lagi yang menjadi salah satu ikon 
dan oleh-oleh khas. 

 

B. Rumusan Masalah 
1. Bagaimana pembentukan pengaturan tentang 

pengelolaan sampah yang ada di Desa Sarawet 
kecamatan Likupang Timur? 

2. Bagaimana pelaksanaan pembentukan 
peraturan untuk mengurangi dan mengatasi 
permasalahan sampah di Desa Sarawet 
Kecamatan Likupang Timur? 

 

C. Metode Penelitian 
Penelitian ini mengadopsi pendekatan yuridis 

normatif. 

 

PEMBAHASAN 

A. Pembentukan Peraturan tentang 
pengelolaan sampah yang ada di Desa 

Sarawet kecamatan likupang timur 
Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang 

Desa perubahan kedua atas Undang-Undang No 3 
Tahun 2024 tentang Desa dan Pemendagri No 111 
Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan 
Desa, memberikan dasar hukum bagi Desa 
memberikan dasar hukum bagi desa untuk 
mengatur urusan pemerintahan dan kepentingan 
masyarakat, termasuk pengelolaan sampah.
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Dalam hal ini desa memiliki kewenangan untuk 
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Menyusun peraturan yang sesuai dengan 
kebutuhan dan kondisi di Desa Sarawet. 

 

1. Pembentukan peraturan di desa 
Peraturan perundang-undangan yang 

didasarkan pada partisipasi masyarakat 
diharapkan memiliki masa berlaku yang lama dan 
efektif penerapannya dalam rangka memecahkan 
masalah-masalah kemasyarakatan. Aspek 
terpenting dari sistem demokrasi adalah menjamin 
seluas-luasnya ruang partisipasi di semua lapisan 
masyarakat. Jaminan ini disertai dengan upaya 
berkelanjutan untuk meningkatkan kesadaran 
masyarakat akan perlunya berpartisipasi dalam 
proses pemerintahan.
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Hasil wawancara Bersama ibu yudith 
rondonuwu.s.ip selaku ketua bank sampah induk 
yang ada di Desa sarawet Kecamatan likupang 
Timur menyatakan bahwa ”di desa Sarawet belum 
memiliki regulasi khusus (Peraturan Desa) dalam 
pengelolaan sampah, yang membuat masyarakat 
melakukan pengelolaan sampah dengan cara yang 
salah”. 

Secara rinci pengaturan tentang kewajiban 
rancangan peraturan desa dikonsultasikan kepada 
masyarakat desa diatur dalam Pasal 6 Pemendagri 
Nomor 111 tahun 2014 tentang Pedoman Teknis 
Peraturan Desa dalam tahap sebagai berikut:
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1. Penyusunan rancangan peraturan desa 
diprakarsai oleh Pemerintah Desa. 

2. Rancangan peraturan desa yang telah disusun, 
wajib dikonsultasikan kepada masyarakat 
desa dan dapat dikonsultasikan kepada Camat 
untuk mendapatkan masukan. 

3. Rancangan Peraturan Desa yang 
dikonsultasikan sebagai dimaksud pada ayat 
(2) diutamakan kepada masyarakat atau 
kelompok masyarakat yang terkait langsung. 

4. Masukan dari masyarakat desa dan amat 
sebagai mana dimaksud pada ayat (2) 
digunakan pemerintah desa untuk tindak 
lanjut proses penyusunan racangan peraturan 
desa. 
Sesuai dengan ayat (3), Rancangan peraturan 

desa yang telah dibahas telah dikirim ke BPD 
untuk dibahas dan disusun bersama. Menurut 
ketentuan tersebut diatas, tata cara pelaksanaan 
undang-undang desa yang bersangkutan yang 
harus dipahami adalah adanya partisipasi rakyat 
melalui kewajiban pemerintah desa untuk 
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berkonsultasi dengan rakyat mengenai racangan 
undang-undang desa. Dalam praktiknya, 
partisipasi masyarakat dalam proses perubahan 
undang- undang Negara relatif lemah. Selama ini 
masyarakat secara umum telah memberikan 
kepercayaan kepada Kepala Desa atau Badan 
Permusyawaratan Desa dalam upayanya untuk 
membuat peraturan daerah, serta faktor-faktor lain 
yang menjadi penyebab utama terjadinya 
rendahnya partisipasi masyarakat.
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Dalam melakukan pembentukan peraturan 
desa, pengambilan keputusan dilakukan secara 
partisipatif. Diatur dalam Pasal 65 ayat 1 yaitu 
musyawarah dinyatakan sah bilamana dihadiri 
paling sedikit dua pertiga dari jumlah anggota. 
Bila musyawarah tidak dapat dilakukan, 
pengambilan keputusan dilakukan dengan 
pemugutan suara. Sebagaimana diatur pada pasal 
tersebut yakni pemunguran suara yang sah adalah 
jika disetujui paling sedikit setengah ditambah 
satu dari jumlah anggota BPD yang hadir. 

Dalam UU No.3 Tahun 2024 tentang Desa, 
Peraturan Desa adalah peraturan perundang-
undangan yang ditetapkan oleh kepala desa 
setelah dibahas dan disepakati bersama BPD. 
Peraturan Desa (Perdes) merupakan kerangka 
hukum kebijakan dalam penyelenggaraan 
pemerintahan dan pembangunan di lingkup desa. 
Penetapan Peraturan Desa merupakan penjabaran 
atas berbagai kewenangan yang dimiliki desa 
dengan mengacu pada ketentuan peraturan 
perundang-undangan yang 

lebih tinggi. Sebagai sebuah produk hukum, 
Peraturan Desa tidak boleh bertentangan dengan 
peraturan yang lebih tinggi dan tidak boleh 
merugikan kepentingan umum. Perdes diproses 
secara demokratis dan partisipatif. Masyarakat 
desa memiliki hak untuk mengusulkan atau 
memberikan masukan kepada Kepala Desa dan 
BPD dalam proses penyusunan Peraturan Desa. 
Peraturan Desa yang mengatur kewenangan desa 
berdasarkan hak asal usul dan kewenangan 
berskala lokal dalam pelaksanaannya diawasi oleh 
masyarakat desa dan BPD.
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Selanjutnya, UU No. 3 Tahun 2024 Tentang 
Desa memiliki pola pikir baru terkait dengan 
kaidah penyelenggaraan yaitu dengan 
mengawinkan pendekatan berupa local self 
government dan “membangun desa” yang bersifat 
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top down, dengan self governing community dan 
“desa membangun” yang bersifat bottom up.
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1. Pendekatan pertama 
Local self government membangun 

desa/top down, mengandung arti adanya 
serangkaian inisiatif penataan dan pembangunan 
desa yang berasal dari pemerintah pusat, provinsi 
dan kabupaten/kota. 

2. Pendekatan kedua 
Self governing community desa 

membangun/bottom up, mengandung arti bahwa 
desa dapat berinisiatif memutuskan kegiatan dan 
anggaran pembangunan. 

Melalui Undang-Undang Desa, diterapkan 
kebijakan afirmatif, yang dalam undang-undang 
sebelumnya tidak diatur dengan jelas, yaitu 
diintrodusirnya asas rekognisi dan asas 
subsidiaritas.

22
 Melalui asas rekognisi, keberadaan 

desa mendapatkan pengakuan sesuai hak asal-
usul, dengan wujud konkrit “dihidupkannya” desa 
adat, di samping desa yang “biasa”. Bentuk desa 
adat ini memiliki keistimewaan terkait dengan 
pelaksanaan hak asal-usul, terutama menyangkut 
pelestarian sosial desa adat, pengaturan dan 
pengurusan wilayah adat, sidang perdamaian adat, 
pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban bagi 
masyarakat hukum adat, karena pengaturan 
pelaksanaan pemerintahan berdasarkan susunan 
asli.
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2. Rancangan Peraturan Desa Tentang 
Pengelolaan Sampah 

Peraturan kepala desa merupakan penjabaran 
dari pelaksanaan peraturan desa yang bersifat 
pengaturan. Pembentukan Peraturan desa akan 
lebih efektif lagi apabila tidak hanya dibatasi oleh 
asas legalitas sebagaimana tertuang dalam 
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Pemerintahan Daerah perubahan kedua atas 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tetapi 
juga memerlukan penyelesaian penelitian yang 
luas mengenai topik dan objek hukum yang akan 
diatur dan dimulai dari pembuatan teks 
akademik.

24
 Di antaranya, urgensi naskah 

akademik dalam proses pembentukan peraturan 
desa menjadi media yang mewadahi keterlibatan 
masyarakat. Naskah akademik diharapkan mampu 
menjelaskan penyebab, fakta, dan latar belakang 
topik yang mendorong rumusan masalah atau isu 
sehingga sangat penting dan mendesak diatur 
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dalam peraturan desa. Naskah akademik memuat 
penelitian yang meninjau aspek filosofis, sosial, 
hukum, politik, ekologi, ekonomi, maupun aspek-
aspek lainnya yang relevan dengan pembuatan 
peraturan desa.
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Naskah Akademik (NA) yang memuat 
analisis komprehensif terkait kewenangan 
pemerintah desa dalam konsep pengelolaan 
sampah, status quo pengelolaan sampah di Desa 
Sarawet Kecamatan Likupang Timur, sanksi yang 
mungkin diterapkan, serta arah dan materi muatan 
yang akan dituangkan dalam rancangan peraturan 
desa (Raperdes). Naskah Akademik ini berfungsi 
sebagai dasar ilmiah dan panduan bagi 
penyusunan peraturan Desa, memastikan bahwa 
peraturan yang dihasilkan berbasis pada penelitian 
yang matang dan kajian yang mendalam.  
Menampilkan kegiatan penyusunan Naskah 
akademik Rancangan peraturan Desa.
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1. Kajian Naskah Akademik Tentang 

Pengelolaan Sampah 
Pemerintah Desa dalam Pasal 1 ayat 

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 
Administrasi Pemerintah menjelaskan dalam 
melaksanakan fungsi dari pemerintahan yang 
disebarluaskan dengan adanya tugas-tugas 
diantaranya pengaturan, pelayanan, 
pembangunan, pemberdayaan, dan 
perlindungan.

27
 Selain itu, adanya Undang-

Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa 
bentuk turunan dari UU Administrasi 
Pemerintahan menjelaskan terkait definisi dari 
pemerintah desa yang merupakan 
penyelenggaraan dari urusan pemerintahan di 
wilayah tertentu untuk kepentingan masyarakat 
setempat. 

Faktor-faktor yang mempengaruhi 
pembentukan peraturan desa tentang pengelolaan 
sampah di Desa Sarawet dapat dibagi menjadi 
beberapa kategori, antara lain: 
a. Kondisi Lingkungan: 

Tingkat pencemaran dan masalah sampah 
yang ada di desa menjadi pendorong untuk 
membuat peraturan. Jika lingkungan desa 
mengalami masalah terkait sampah, maka 
urgensi untuk mengatur pengelolaan sampah 
akan meningkat.

28
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b. Partisipasi Masyarakat: 
Keterlibatan masyarakat dalam proses 
perumusan peraturan sangat penting. 
Masyarakat yang aktif memberikan masukan 
dan dukungan akan memperkuat legitimasi 
peraturan yang dibuat.
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c. Ketersediaan Sumber Daya: 
Ketersediaan sumber daya manusia dan 
finansial untuk mendukung pengelolaan 
sampah juga mempengaruhi pembentukan 
peraturan. Tanpa dukungan sumber daya yang 
memadai, implementasi peraturan akan sulit 
dilakukan.

30
 

d. Kebijakan Pemerintah: 
Kebijakan pemerintah pusat dan daerah 
mendukung pengelolaan sampah dapat 
menjadi faktor pendorong. Jika ada regulasi 
yang jelas dari pemerintah, desa akan lebih 
terdorong untuk membuat peraturan yang 
sejalan.
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e. Kesadaran dan Pendidikan Lingkungan: 
Tingkat kesadaran masyarakat tentang 
pentingnya pengelolaan sampah dan 
pendidikan lingkungan yang baik akan 
mempengaruhi pembentukan peraturan. 
Masyarakat yang teredukasi cenderung lebih 
mendukung peraturan yang ada.

32
 

Analisis dampak positif dan negatif dari 
peraturan desa tentang pengelolaan sampah di 
Desa Sarawet dapat dijelaskan sebagai berikut: 
1) Dampak Positif 

a) Pengurangan Volume Sampah: 
b) Peningkatan Kualitas Lingkungan: 
c) Pemberdayaan Masyarakat: 

2) Dampak Negatif 
a) Tantangan dalam Implementasi:  

Meskipun peraturan telah ditetapkan, 
tantangan dalam implementasi sering kali 
muncul, seperti kurangnya sumber daya 
dan dukungan dari pemerintah. Hal ini 
dapat menyebabkan peraturan tidak 
berjalan efektif.

33
 

b) Resistensi dari Masyarakat: 
Beberapa masyarakat mungkin menolak 
peraturan baru, terutama jika mereka 
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merasa tidak dilibatkan dalam proses 
pembentukan. Resistensi ini dapat 
menghambat keberhasilan pengelolaan 
sampah.
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c) Biaya Implementasi: 
Pengelolaan sampah yang baik 
memerlukan biaya yang tidak sedikit. Jika 
desa tidak memiliki anggaran yang cukup, 
maka implementasi peraturan dapat 
terhambat, dan pengelolaan sampah tidak 
dapat dilakukan secara optimal.
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d) Ketidakpahaman terhadap Peraturan: 
Jika masyarakat tidak memahami isi dan 
tujuan peraturan, maka mereka tidak akan 
mematuhi peraturan tersebut. Edukasi 
yang kurang dapat menyebabkan 
ketidakpatuhan dan pengelolaan sampah 
yang tidak efektif.
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B. Pelaksanaan Pembentukan Peraturan 

Untuk Mengurangi dan Mengatasi 

Permasalahan Sampah di Desa Sarawet 

Kecamatan Likupang Timur 
Undang-Undang Pengelolaan Sampah di 

Indonesia dirancang untuk mengatasi masalah 
yang timbul akibat jumlah penduduk yang besar 
dan tingkat pertumbuhan yang tinggi, yang 
menyebabkan peningkatan volume sampah. 
Pelaksanaan peraturan yang ditetapkan oleh 
pemerintah daerah masih belum berjalan 
sebagaimana mestinya. Dimana, dalam Peraturan 
Daerah Kabupaten Minahasa Utara Nomor 1 
Tahun 2009 tentang Pengelolaan Sampah dan 
Retribusi Pelayanan Kebersihan Dalam peraturan 
ini pada pasal 3 disebutkan bahwa penghasil 
sampah wajib menyediakan tempat pengumpulan 
sampah masing-masing berupa tong sampah atau 
kotak sampah, plastik sampah atau kontainer 
sampah kemudian sampah yang dikumpulkan 
dibawa atau dibuang di TPS, bak sampah atau 
container yang tesedia.
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1. Pengelolaan Lingkungan Berkelanjutan 
Upaya untuk mencapai keseimbangan antara 

kebutuhan manusia dan kemampuan lingkungan 
untuk memenuhi kebutuhan tersebut tanpa 
merusak ekosistem. Dalam konteks pengelolaan 
sampah bahwa pentingnya pendekatan yang 
sistematis dan berkelanjutan dalam menangani 
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2. Konsep Dasar Pengelolaan Sampah  
1) Pengurangan (Reduce) 

a. Mengurangi penggunaan bahan yang 
berpotensi menjadi sampah, seperti 
plastik sekali pakai. 

b. Menggunakan produk yang tahan lama 
dan dapat dipakai ulang. 

2) Pemilahan (Sorting) 
a. Sampah dipisahkan berdasarkan jenisnya, 

seperti organik (sisa makanan, daun) dan 
anorganik (plastik, kertas, logam). 

b. Pemilahan ini penting untuk proses daur 
ulang dan pengolahan lebih lanjut 

3) Pengumpulan dan Pengangkutan (Collection 
& Transportation) 
a. Sampah yang telah dipilah dikumpulkan 

dari rumah tangga, perkantoran, dan 
industri. 

b. Diangkut ke tempat pembuangan 
sementara (TPS) atau langsung ke 
fasilitas pengolahan sampah. 

4) Pengolahan Sampah (Waste Processing) 
a. Kompos: Sampah organik dapat diolah 

menjadi pupuk kompos. 
b. Daur ulang: Sampah anorganik seperti 

plastik, kertas, dan kaca diolah kembali 
menjadi produk baru.   

c. Pengolahan biologis: Limbah organik 
dapat difermentasi untuk menghasilkan 
biogas sebagai sumber energi alternatif. 

5) Pembuangan Akhir (Final Disposal) 
a. Sampah yang tidak dapat diolah akan 

dibuang ke tempat pembuangan akhir 
(TPA). 

b. Pengelolaan TPA modern menggunakan 
metode sanitary landfill yang 
meminimalkan dampak pencemaran 
lingkungan. 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 
18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah 
yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) sampah yang 
dikelola berdasarkan Undang-undang ini terdari:

38
 

1. Sampah rumah tangga yaitu berasal dari 
kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga,tidak 
termasuk tinja. 

2. Sampah jenis sampah rumah tangga yaitu 
berasal dari kawasan komersial, Kawasan 
industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, 
fasilitas umum dan lain sebagainya. 

3. Sampah spesifik yaitu: 
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a. sampah yang mengandung bahan 
berbahaya dan beracun, 

b. sampah yang mengandung limbah bahan 
berbahaya dan beracun, 

c. sampah yang timbul akibat bencana, 
d. puing bongkaran bangunan, 
e. sampah yang secara teknologi belum 

dapat diolah dan, 
f. sampah yang timbul secara tidak periodik. 
Pemerintah Daerah bertugas menjamin 

terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik 
dan berwawasan lingkungan sesuai dengan tujuan. 
Pemerintah Daerah menyusun rencana 
pengurangan dan penanganan sampah yang 
dituangkan dalam rencana strategis dan rencana 
kerja SKPD.

39
 Rencana strategis pengurangan dan 

penanganan sampah sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) sekurang-kurangnya memuat: 
1) target pengurangan sampah; 
2) target penyediaan sarana-prasarana 

pengurangan dan penanganan sampah mulai 
dari sumber sampah sampai dengan 
TPS/TPA, 

3) pola pengembangan kerjasama daerah, 
kemitraan, dan partisipasi masyarakat; 

4) kebutuhan penyediaan pembiayaan yang 
ditanggung oleh pemerintah daerah dan 
masyarakat sebagai sumber sampah 

5) rencana pengembangan dan pemanfaatan 
teknologi yang ramah lingkungan dalam 
memenuhi kebutuhan mengguna ulang, 
mendaur ulang dan penanganan akhir sampah. 
Hasil observasi yang di lakukan penulis 

bahwa desa sarawet kecamatan likupang timur 
sebagai titik penelitian skripsi ini “tidak 
mempunyai fasilitas seperti tong sampah/Tempat 
Pembuangan Sementara (TPS) yang mewadahi 
masyarakat untuk membuang/mengelola sampah”. 
 

3. Peran Pemerintah dan Masyarakat dalam 

Pelaksanaan Permasalahan Sampah 
Pemerintah Desa memiliki peran penting 

dalam hal penyediaan dasar hukum dan 
pemberian sanksi terkait pembuangan dan 
pengelolaan sampah. Pemerintah Desa memiliki 
kewenangan untuk membuat peraturan desa 
(Perdes) yang mengatur pengelolaan sampah. 
Selain itu, pemerintah desa juga bertanggung 
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jawab atas pengawasan pelaksanaan pengelolaan 
sampah di wilayahnya.
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1) Peran Pemerintah Secara Menyeluruh 

a. Penyusunan Kebijakan dan Regulasi: 
Pemerintah bertanggung jawab untuk 
menyusun kebijakan dan regulasi yang 
mengatur pengelolaan sampah. Undang-
Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang 
Pengelolaan Sampah di Indonesia 
menjadi landasan hukum yang mengatur 
pengurangan, pengelolaan, dan 
pembuangan sampah. Kebijakan ini 
mencakup prinsip 3R (Reduce, Reuse, 
Recycle) dan mendorong partisipasi 
masyarakat. 

b. Penyediaan Infrastruktur: Pemerintah 
harus menyediakan infrastruktur yang 
memadai untuk pengelolaan sampah, 
seperti tempat pembuangan akhir (TPA), 
fasilitas daur ulang, dan tempat sampah 
terpisah untuk berbagai jenis limbah. 
Infrastruktur yang baik akan memudahkan 
masyarakat dalam membuang sampah 
dengan benar.
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c. Edukasi dan Sosialisasi: Pemerintah 
memiliki peran penting dalam 
mengedukasi masyarakat tentang 
pentingnya pengelolaan sampah yang 
baik. Melalui kampanye dan program 
sosialisasi, pemerintah dapat 
meningkatkan kesadaran masyarakat 
tentang dampak sampah terhadap 
lingkungan dan kesehatan. 

a. Pengawasan dan Penegakan Hukum: 
Pemerintah juga bertugas untuk 
melakukan pengawasan terhadap 
pelaksanaan kebijakan pengelolaan 
sampah. Penegakan hukum terhadap 
pelanggaran, seperti pembuangan sampah 
sembarangan, perlu dilakukan untuk 
memastikan bahwa masyarakat mematuhi 
peraturan yang ada. 

2) Peran Masyarakat 
a. Partisipasi Aktif: Masyarakat memiliki 

peran penting dalam pengurangan 
timbulan sampah melalui partisipasi aktif 
dalam program-program pengelolaan 
sampah. Ini termasuk mengikuti program 
daur ulang, komposting, dan kegiatan 
gotong royong untuk membersihkan 
lingkungan. 
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b. Kesadaran dan Perubahan Perilaku: 
Masyarakat perlu menyadari pentingnya 
pengelolaan sampah yang baik dan 
berkomitmen untuk mengubah perilaku 
konsumsi. Mengurangi penggunaan 
barang sekali pakai, memilih produk 
dengan kemasan ramah lingkungan, dan 
memanfaatkan kembali barang-barang 
yang masih layak pakai adalah langkah-
langkah yang dapat diambil. 

c. Inisiatif Komunitas: Masyarakat dapat 
membentuk kelompok atau komunitas 
yang fokus pada pengelolaan sampah. 
Inisiatif ini dapat mencakup program 
edukasi, pengumpulan sampah, dan 
kegiatan daur ulang di tingkat lokal. 
Komunitas yang aktif dapat menjadi 
contoh bagi masyarakat lainnya. 

d. Pelaporan dan Pengawasan: Masyarakat 
juga dapat berperan dalam melaporkan 
pelanggaran terkait pengelolaan sampah, 
seperti pembuangan sampah 
sembarangan. Dengan melaporkan 
tindakan tersebut, masyarakat dapat 
membantu pemerintah dalam menjaga 
kebersihan lingkungan. 
 

4. Tantangan dalam Pelaksanaan Pengelolaan 

Sampah 
Pengelolaan sampah yang efektif merupakan 

tantangan yang kompleks dan memerlukan 
perhatian serius dari berbagai pihak. Berikut 
adalah identifikasi tantangan yang dihadapi dalam 
implementasi kebijakan pengelolaan sampah serta 
analisis faktor-faktor yang mempengaruhi 
efektivitasnya. 
1) Identifikasi Tantangan yang Dihadapi dalam 

Implementasi Kebijakan 
a. Kurangnya Kesadaran Masyarakat: Salah 

satu tantangan utama adalah rendahnya 
kesadaran masyarakat tentang pentingnya 
pengelolaan sampah yang baik. Banyak 
individu yang masih kurang memahami 
dampak negatif dari sampah terhadap 
lingkungan dan kesehatan. 

b. Infrastruktur yang Tidak Memadai: 
Banyak daerah, terutama di wilayah 
pedesaan, masih kekurangan infrastruktur 
yang memadai untuk pengelolaan 
sampah, seperti tempat pembuangan akhir 
(TPA) yang layak, fasilitas daur ulang, 
dan tempat sampah yang cukup. 

c. Pendanaan yang Terbatas: Pengelolaan 
sampah memerlukan investasi yang 
signifikan. Namun, banyak pemerintah 
daerah menghadapi keterbatasan anggaran 
yang menghambat pengembangan 

infrastruktur dan program pengelolaan 
sampah yang efektif. 

d. Regulasi yang Tidak Konsisten: 
Terkadang, terdapat ketidakjelasan atau 
ketidakkonsistenan dalam regulasi yang 
mengatur pengelolaan sampah. Hal ini 
dapat menyebabkan kebingungan di 
kalangan masyarakat dan pelaku usaha 
mengenai kewajiban dan tanggung jawab 
mereka. 

e. Kurangnya Koordinasi Antarlembaga: 
Pengelolaan sampah melibatkan berbagai 
pihak, termasuk pemerintah, masyarakat, 
dan sektor swasta. Kurangnya koordinasi 
antara lembaga-lembaga ini dapat 
menghambat pelaksanaan kebijakan yang 
efektif. 

2) Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi 
Efektivitas Pengelolaan Sampah 
a. Faktor Sosial dan Budaya: Sikap dan 

perilaku masyarakat terhadap sampah 
sangat mempengaruhi efektivitas 
pengelolaan sampah. Budaya yang tidak 
mendukung pengurangan sampah, seperti 
penggunaan barang sekali pakai, dapat 
menghambat upaya pengelolaan yang 
baik. 

b. Faktor Ekonomi: Keterbatasan sumber 
daya ekonomi dapat mempengaruhi 
kemampuan pemerintah daerah untuk 
mengembangkan infrastruktur dan 
program pengelolaan sampah. Selain itu, 
biaya pengelolaan sampah yang tinggi 
dapat menjadi beban bagi masyarakat. 

c. Faktor Teknologi: Penggunaan teknologi 
yang tepat dalam pengelolaan sampah, 
seperti sistem pemisahan sampah 
otomatis dan teknologi daur ulang, dapat 
meningkatkan efisiensi pengelolaan. 
Namun, kurangnya akses terhadap 
teknologi modern dapat menjadi kendala. 

d. Faktor Kebijakan dan Regulasi: 
Kebijakan yang jelas dan tegas sangat 
penting untuk mendukung pengelolaan 
sampah yang efektif. Kebijakan yang 
tidak konsisten atau kurang ditegakkan 
dapat mengurangi kepercayaan 
masyarakat terhadap sistem pengelolaan 
sampah. 

e. Faktor Pendidikan dan Kesadaran: 
Pendidikan yang baik tentang pengelolaan 
sampah dan lingkungan dapat 
meningkatkan kesadaran masyarakat. 
Program edukasi yang efektif dapat 
mendorong masyarakat untuk 
berpartisipasi aktif dalam pengelolaan 
sampah. 



5. Solusi dan Rekomendasi untuk 
Meningkatkan Efektivitas Pengelolaan 

Sampah 
1) Rekomendasi untuk Meningkatkan Efektivitas 

Pengelolaan Sampah 
a. Peningkatan Infrastruktur Pengelolaan 

Sampah: Pemerintah perlu 
menginvestasikan lebih banyak sumber 
daya untuk membangun dan memperbaiki 
infrastruktur pengelolaan sampah, 
termasuk tempat pembuangan akhir 
(TPA), fasilitas daur ulang, dan tempat 
sampah terpisah. Infrastruktur yang 
memadai akan memudahkan masyarakat 
dalam membuang dan mengelola sampah 
dengan benar. 

b. Edukasi dan Kesadaran Masyarakat: 
Program edukasi yang berkelanjutan 
harus dilaksanakan untuk meningkatkan 
kesadaran masyarakat tentang pentingnya 
pengelolaan sampah. Kampanye 
informasi yang menjelaskan dampak 
sampah terhadap lingkungan dan 
kesehatan, serta cara-cara pengelolaan 
yang baik, dapat mendorong partisipasi 
aktif masyarakat. 

c. Penerapan Kebijakan Insentif: Pemerintah 
dapat menerapkan kebijakan insentif 
untuk mendorong masyarakat dan pelaku 
usaha dalam mengurangi timbulan 
sampah. Misalnya, memberikan 
penghargaan atau insentif finansial bagi 
komunitas yang berhasil mengurangi 
sampah atau meningkatkan tingkat daur 
ulang. 

d. Penguatan Regulasi dan Penegakan 
Hukum: Regulasi yang jelas dan tegas 
harus ditegakkan untuk memastikan 
bahwa semua pihak mematuhi peraturan 
pengelolaan sampah. Penegakan hukum 
terhadap pelanggaran, seperti 
pembuangan sampah sembarangan, perlu 
dilakukan untuk menciptakan efek jera. 

2) Solusi Inovatif yang Dapat Diterapkan oleh 
Pemerintah dan Masyarakat 
a. Penggunaan Teknologi Digital: 

Pemerintah dan masyarakat dapat 
memanfaatkan teknologi digital untuk 
meningkatkan pengelolaan sampah. 
Aplikasi mobile yang memungkinkan 
masyarakat untuk melaporkan masalah 
sampah, menjadwalkan pengambilan 
sampah, atau mendapatkan informasi 
tentang lokasi tempat pembuangan dapat 
meningkatkan partisipasi dan efisiensi. 

b. Program Daur Ulang Berbasis Bank 
Sampah: Program daur ulang berbasis 

bank sampah merupakan inisiatif yang 
bertujuan untuk mengelola sampah secara 
efektif dengan melibatkan masyarakat 
dalam proses pengumpulan, pemilahan, 
dan daur ulang sampah. Konsep bank 
sampah mengedepankan partisipasi aktif 
masyarakat dalam pengelolaan sampah, 
sekaligus memberikan insentif ekonomi 
bagi mereka yang berkontribusi dalam 
program ini. 

c. Inovasi dalam Pengolahan Sampah 
Organik: Pemerintah dapat mendorong 
penggunaan teknologi komposting yang 
lebih efisien untuk mengolah sampah 
organik. Program komposting di tingkat 
rumah tangga atau komunitas dapat 
mengurangi jumlah sampah yang dibuang 
ke TPA dan menghasilkan pupuk organik 
yang bermanfaat. 

d. Kampanye Pengurangan Penggunaan 
Plastik: Masyarakat dan pemerintah dapat 
bekerja sama dalam kampanye untuk 
mengurangi penggunaan plastik sekali 
pakai. Ini dapat mencakup penyuluhan 
tentang alternatif ramah lingkungan, serta 
kerjasama dengan pelaku usaha untuk 
menyediakan produk yang lebih 
berkelanjutan. 

 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 
1. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan 

mengenai Urgensi peraturan Desa tentang 
Pengelolaan Sampah di Desa Sarawet, 
Kecamatan Likupang Timur, dapat 
disimpulkan bahwa pembentukan pengaturan 
tentang pengelolaan sampah di desa tersebut 
merupakan langkah yang sangat penting dan 
mendesak untuk mengatasi berbagai masalah 
yang sedang dihadapi oleh masyarakat 
setempat. Dari analisis yang dilakukan, 
terlihat bahwa pengaturan yang ada saat ini 
masih belum sepenuhnya memadai dalam 
menangani volume sampah yang terus 
meningkat, yang disebabkan oleh 
pertumbuhan penduduk, perubahan pola 
hidup, dan kurangnya kesadaran masyarakat 
tentang pentingnya mengelola sampah dengan 
baik. Proses pembentukan pengaturan tersebut 
melibatkan beberapa tahapan yang dimulai 
dari identifikasi masalah oleh pemerintah desa 
dan masyarakat, kemudian penyusunan 
rencana yang melibatkan berbagai pihak, dan 
akhirnya implementasi melalui program-
program seperti edukasi dan pembangunan 
fasilitas. Namun, pengaturan yang ada sering 
kali tidak efektif karena tidak disertai dengan 



dukungan yang cukup dari segi anggaran, 
teknologi, atau partisipasi aktif masyarakat. 
Hal ini menyebabkan sampah masih sering 
menumpuk di sungai, jalan, atau tempat-
tempat umum, yang pada akhirnya berdampak 
buruk terhadap kesehatan masyarakat, seperti 
penyebaran penyakit, serta merusak 
lingkungan sekitar, seperti pencemaran tanah 
dan air. Urgensi untuk memperkuat dan 
memperbaiki pengaturan ini sangat tinggi, 
karena tanpa pengaturan yang kuat dan 
konsisten, masalah sampah di Desa Sarawet 
akan terus memburuk dan sulit diatasi dalam 
jangka panjang. 

2. Pelaksanaan yang efektif dari kebijakan 
pengelolaan sampah tidak hanya bergantung 
pada adanya regulasi yang jelas, tetapi juga 
pada komitmen dan partisipasi aktif dari 
seluruh elemen masyarakat, termasuk 
pemerintah desa, dan masyarakat. 
Pelaksanaan pengelolaan sampah yang efektif 
memerlukan adanya sinergi antara kebijakan 
yang ditetapkan dalam peraturan desa dan 
praktik di lapangan. mengurangi jumlah 
sampah yang dihasilkan melalui program-
program seperti pengurangan sampah di 
sumbernya, pengumpulan yang terorganisir, 
dan pengolahan yang ramah lingkungan. 
Peraturan ini juga membantu dalam mengatasi 
permasalahan sampah dengan cara 
memberikan pedoman yang jelas bagi semua 
pihak, sehingga masyarakat dapat lebih 
terlibat aktif dalam menjaga kebersihan 
lingkungan mereka. Secara keseluruhan, 
urgensi pembentukan peraturan ini terletak 
pada kemampuannya untuk membangun 
sistem pengelolaan sampah yang 
berkelanjutan, yang tidak hanya mengatasi 
masalah saat ini tetapi juga mencegah 
masalah serupa di masa depan, sehingga Desa 
Sarawet dapat menjadi contoh bagi desa-desa 
lain dalam hal pengelolaan lingkungan yang 
efektif dan bertanggung jawab.  

 

B. Saran 
1. Pemerintah Desa segera merumuskan dan 

menetapkan regulasi yang komprehensif 
terkait pengelolaan sampah. Pembentukan 
pengaturan ini seharusnya melibatkan 
partisipasi aktif masyarakat, guna 
meningkatkan kesadaran masyarakat. perlu 
dilakukan sosialisasi yang intensif mengenai 
peraturan yang akan ditetapkan, agar 
masyarakat memahami dan melaksanakan 
ketentuan tersebut secara optimal. Selain itu, 
pengawasan dan evaluasi berkala terhadap 
implementasi peraturan juga sangat 

diperlukan untuk memastikan efektivitas dan 
efisiensi di Desa Sarawet. Pemerintah desa 
juga sebaiknya melakukan evaluasi rutin 
terhadap pengaturan yang akan ada, untuk 
melihat apa yang perlu diperbaiki, sehingga 
pengaturan tersebut dapat disesuaikan dengan 
perkembangan zaman dan kebutuhan 
masyarakat. Penelitian ini juga mendorong 
agar studi serupa dilakukan di desa-desa lain 
untuk memperluas pemahaman tentang 
pengelolaan sampah di tingkat lokal. 

2. Peningkatan kesadaran masyarakat serta 
kolaborasi antara pemerintah dan warga. 
Selain itu, evaluasi berkala terhadap 
efektivitas peraturan perlu dilakukan untuk 
memastikan keberlanjutan dan keberhasilan 
program pengelolaan sampah. Penguatan 
kapasitas sumber daya manusia melalui 
pelatihan dan edukasi mengenai pengelolaan 
sampah juga sangat penting. Masyarakat perlu 
diberikan pemahaman yang mendalam 
tentang dampak negatif sampah terhadap 
lingkungan dan kesehatan, sehingga mereka 
termotivasi untuk berpartisipasi aktif dalam 
program pengelolaan sampah. Penerapan 
teknologi ramah lingkungan dalam 
pengelolaan sampah, seperti pemilahan dan 
daur ulang yang ada di Desa Sarawet yaitu 
bank sampah untuk menciptakan pengelolaan 
sampah yang berkelanjutan. 
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